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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - Bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada
Kementerian Keuangan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
pada Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5,
TLN No. 4355), PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502), Keppres 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada Kementerian Keuangan
adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Akuntansi
Negara pada Kementerian Keuangan. Jasa layanan dimaksud terdiri dari Jasa Layanan Pendidikan
Program Diploma Keuangan Reguler dan Pendidikan Program Diploma Keuangan Non Reguler, Jasa
Layanan Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi dan Keuangan, dan Jasa Layanan Konsultansi dan
Penelitian. Tarif Jasa Layanan Pendidikan Program Diploma Keuangan Non Reguler untuk Pendidikan
dengan Pola Kontraktual atau Penugasan Individual yang dilaksanakan di kampus Sekolah Tinggi
Akuntansi Negara tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, honor panitia instansi pengguna,
dan perlengkapan perkuliahan. Tarif Jasa Layanan Pendidikan Program Diploma Keuangan Non
Reguler untuk Pendidikan dengan Pola Kontraktual atau Penugasan Individual yang dilaksanakan di
luar kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, honor
panitia instansi pengguna, perlengkapan perkuliahan, serta sarana dan prasarana perkuliahan. Tarif
Jasa layanan Pendidikan Program Diploma Keuangan Non Reguler untuk Pendidikan dengan Pola
Swakelola Instansi Pengguna tidak termasuk biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh instansi
pengguna untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan dengan Pola Swakelola Instansi Pengguna
dimaksud.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 November 2010 dan diundangkan pada tanggal 29
November 2010.

- Lampiran: halaman 1-4.



